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LdiiT  SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
o Nomor : B/ 4905/p/1¢/197

L DASAR .: Sural Gubeljn_l.ir" Proplnsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :

— .. - Bappemda/345/VIli/72."
M. MENARIK-—.::_I. Sqf_att Kadit - Sospol Pemerinlah Propinst Daerah Tingkat | Jawa Tengah
=" Figl »4 September 1998 . no, 070/ 6287/TX/98B.......
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IIl. Yang bertanda - tangan di bawah ini Kelua Badan Pereéhcanaan Pembangunan Daerah
Propinst Daerah Tingkat | Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT | ), bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah ‘Tingkat | Jawa Tengah. menyatakan TIDAK KEBERATAN alas

‘pelaksanaan research / survey dalam wilayah Prnpiﬁsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh

9. Suratdart £D_ 1 Falk. Hu'um Univ. Katolik Soegijapronata Smg.

1. Nama . PIER ANGELIQUE SARMANELLA

2. Pekerjaan : MAHASTSOWT

3. Alamat : SRONDOL: BUMI INDAH J/16 SEMARANG

4. Penanggungjawab  : A, Y. YUNI WA.C.JO, SH.MH.

5. Maksud tujuan ‘Untuk Skripsi yang berjudul : |

research/survey i '

PENYIDIKAN TERBADAP P.LAKU TINDAK PIDANA
METROLOGI LEGAL DI DARTAH TINGKAT II KOTAMADIA

6. Lokasi : SEMARANG .

SEMARANG .

dengan ketentuan-ketenluan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus terlebih da. B
" hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempal.

c. Setelah research / survey selesai. supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
" TINGKAT 1 Jawa Tengah.

IV, Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

'r// Dikelvarkandi : SEMARANG
’ Pada tanggal : &4 September 1998
An. GUBERNEJR KEPALA DAERAH TINGKAT |
. ":'::‘-..-"\ PRUFJ,:,EIAWA TENG{-\H
TEMBUSAN - > KETUR PPEDA TINGKAT !
. 1. Bakorstanasda Jateng / DIY. i

2. Kapolda Jateng. S . ITBANG

3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati | Jateng. : y

4. Bupatl/Wallkolamadya KDH Tk 1l ..o ‘s
Senarang.- Tpen ALY janto )
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KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-04-PW.07.03 TAHUN 1984

TENTANG
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

bahwa didalam pasal 7 ayat (2) Kirab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana telah diarur mengenal pemberian wewenang penyidikan
oleh undang-undang kepada penyidik pegawai megen sipil:

b. bahwa dasar hukum wewenang tersebut adalah undang-undanp
yang berbeda-beda dan karenanya perlu ditetapkan Keputusan
Menteri Kehakiman yang mengatur kewenangan lerssbul.

Menimbang : a.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan MNegara Republik Indonesia Nomor 32091

Peraruran pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 MNomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Mengingat : I

12

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONES1A
TENTANG WEWENANG PENYIDIK PEGAWA] NEGERI SIPIL.

Pasal }
(1) Penyidik pegawai neger sipit mempunyai wewenang penyidikan sesuai decngan
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

{2) Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat. (I}, penyidik pegawai
negeri sipil idak berwenang melakukan penangkapan dan ataw penahanan,
Pasal 2
Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatir secara legas
kewenangan yang diberikannya, maka penyidik pegawai negen sipil karena kewajibannya

mempunya wewenang :
4 menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya lindak pidana;
b. melakukan tindakan pcrtama padaz saal itu diempat kejadian dan melakukan

Menetapkan

pemeriksaan;

I T e s

S L

menyuruh _un_._qﬂwm scorang tersangky dan memeriksa tanda pengenal din lersangict
melakukan penyitaan benda dan alay surat;

mengambil sidik jari dan memaotrer sevrang;

Ennwm%_ orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka aray saksi

mendalan orang ahii i

- gkan 4 ¥ang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerikghan

h”_n_._nmmn_mkn: penghentian penyidikan sefelah mendapat perunjuk dari penyMik
wa lidak terdapat cukup bukti atay peristiwa tersebut bukan mentpakan rlindye

pidana dan selanjuinya melalui penyidi i
yidik memberitahuk
penuntut wemum, tersangka atau keluarganya, 0 el temebit kepei

I.  mengadakan tindakan fain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

" oe AN

Pasaj 3

1

Penyidik

wai neger sipil membuar berita mnma.unam_u tindakan tentang -
3  pemeriksaan tersangka;. i ~—
b pemasukan rumah;

©  penyitzan benda: i
dd  pemeriksaan surat;

>  pemeriksaan saksi:

,_W,_ pemeriksaan ¢4 tempat kejadian,

mengicimkannya kepada penyidik polisi negara Republik Indonesia,
_ Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada ranggal

: JAKARTA
: 27 September 1984t

MENTERI KEHAKIMAN - R]

d

ISMAIL SALEH. S.H.
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LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA -

No. 11, 1981 " LEMBAGA INTERNASIONAL. PERDAGANGAN.

TINDAK PIDANA, KUHP. (Penjelzsan calam Tam:-

haher Lembaren Negarz Reprtil indenesiz Nomo:
3193).

'UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1581
: TENTANG
METROLGGI LEGAL

Menimbang
szhwa vniuk melndungi kepertingsn vmur - anve jeminan
alem keheparan pengukuran seriz zgznve Keieripan Cen kegastien
hukumi dzlzrm pemezkaizn satuan ukuran, siender situen, metode peng
ukumen éep 2lzi-glat vkor, tzkar, timbane den perlengkanannya;
bahwe DENPATUTZN 1eRieny sei-alei ukii, taker, WmBLSE &R poriens-

kzpznnye ssbegeimzne diterephen celem liKordonnzmis 1549 Stagts-
blad Nomor 175 pertu diganti, karenz sudzh tidak sesval lag G2agen
perkembenpen perekoncmian dan Remazjuan tehnodlog, tene 5e5UE
dengzn Sistem Intemasional unituk setuan (SI);

bzhwz untuk menczpai tujuen sebapai dimaksud diztac seriv mengatur
nya delam suatu Undeng-undang tentang Metrologi Leg2l,
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Mengingat ...

. 1945;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar :
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyet Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan
" DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan !

%UPZO..G.ZU.}ZO TENTANG METROLOGI LEGAL..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaznnya

Aanpan -

-———p—- -

a.
b.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan teniang ukur-mengukur secara iuas;
Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukusan,
metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut per-
syaratan teknik dam peraturan berdasarkan Undang-undang yang cn_...
tujuan melindungi kepentingan umum dalam hal ravg.&m.s w.nzwm_wcam:.
Konvensi Meter (la Convention du Metre) ialah suatu perjznjian interna-
sional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan muﬂ:pn.mm?p: u.zc:mb
dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris mmnm
tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17
Negara;

Nowvﬂm:m. Umum untuk Ukwan dan Timbangan o.n Conference Gene-
rale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang djadakan berdasarkan

{onvensi Meter; .

W:.o Intemnasional untuk Ukuran dan Timbangan (¢ Bureav H:»S.:m:o:&.
des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konverisi
Metar:

A ek

Satuan Sistern Internasional (Je Systeme International d'Unites) selan
jutnya disingkat SI jalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pad
suatu, ukuran yang didapat berdasarkan ptas satwan dasar yang disahka
oleh Konperensi Umum untuk Ukurap dan Timbangan;

satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satua
suatu besaran yang depat diturunkan menjedi satuan turunan;

lambang satuan ielah tanda yang menyatakan satuan ukuran;

standar satuan ialah suatu ukuran yzng sah dipakai sebagai dasar perr
banding; o :
standar induk satwan dasar ialah standar satuen yang diterima da
Biro Intemnasionel untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebag:
Standas Nasional ateu Standar Tingket Satu;

alat ukur jalah alat yanp diperuntukkan atau dipakai bagt pengukura
kuantitas dan atau kualitas;

alat takar jalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukura
kuantitas atau penakaran;

glat timbang jaleh alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukura
massa atau penimbangan,

alal perlengkapan jalah alat yang diperuntukkan atau, dipakai sebap:
pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yan
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;

alat penunjuk jalah bagian dar alat ukur, yang menunjukkan has

penguknran;
tempat usaha ijalah tempat yang digunakan uniuk kegiatan-kegiata
perdagangan, industr, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpana
dokumen yang berkenaan dengan perusazhaan, juga kegialan-kegiata
penyimpanan ziau pameran barang-barang, termesuk memeb temps
tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebuw
menera jalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera bats
vang beraku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yan
bertandza terz sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan ole
pegawai-pegawai yang berhak : melakukannya berdasarkan pengujia
yang dijalankan atas alat-zlat vkur, takar, timbang dan perlengkapanny
W\muw belum dipakai;

ere ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah ata
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertuli
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan ole

pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yan
l|.|.|l|.|.|.l.|.||\ T ——
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sEgiankan atas alet-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
yag telah ditera;

5. mEnjustir ialah mencocokkan stan melakukan perbaikan rinpan dengan
trpan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persya-
m28n tera atau tera ulang;

t. Menteri ialah Menteri 'yang bertanpgungiawab dalam bidang Metrologi

Ixgal, .

. BAB II
SATUAN-SATUAN

Pasal 2

Setimp satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan
memmnakan satuan-satuan S1.

Pasal 3

(1) & Satuen dasar besaran panjang adalah meter;
Lk Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
& Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
& Satuan dasar besaran arus Jistrik adalah amper;
€ Setuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
£ Satuan dasar besaran kuat aahaya adalzh kandela;
g Satuen dasar besaran kuantitas zat adalah mole.
(2) Befinisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada
=at (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi

Tnum untek Ukuran dan Timbangan.

Pasal 4

Lapdeng satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Unghrg-undang ini adalah sebagai berikut :

Sateg Iamhang Satuan:

wmbno_m............................ ...... e C

Eo_u .

Pasal §

(1) Kecuali yang ditentukan awnE.: ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan da:

@)

bagian-bsgian desimal dari satuan-satvan sebagaimana dimaksud dalar,
Pasal 3 Undang-undang ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian it
tidak dinyatakan dengan sebush bilangan di depan satuan atau lamban,
satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka dj depan satua
atay Jambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkar
salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

Kelipatan /bagian desimal Awalksta Lambang
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 e E
1 00O 000 000 000 00O = 1015 et P
1000 000 0000 000 = 1012 o T
1 000 000 000 =10°  giga G
1 000 000 = 106 mega M
1 000 J = 103 kilo X
100 = 102 hekto h
10 = 10! deka da
M = 10~ Gesi d
0,01 = 1072 sen c.
0,001 = 107% i m
0,000 001 = 107  mikro u
0,000 000 091 = 1077 nano a
0,000 000 000 001 =072

0,000 000 000 000 001 = 1075 femo f
0,000 000 000 030 000 001 = 10718 Lo a

Seperseribu(0,001) bapian dari kilogram ada)ah gram yang dinyatakan
dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal
dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan
satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan
dalam satuan gram,
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Pasal 6

Desgpt Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik
- noleya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Pagal 7

Desgan Peraturan Pemerintah ditetapkan :

a satuan-satuan turupan dar sdtuan-satuan dasar baik mengenai besaran-
besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;

b. setuan-satuan tambahan balk mengenai besaran-besaran, satuan-satuan
mavpun lambang-lambang satuannya; :

¢. stuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-keientuan dalam

pemakaiannys.

BAB I
STANDAR-STANDAR SATUAN

Pasal 8

Stamdr-standar induk untuk satuan-satvan dasar sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan
derme Peraturan Pemerintah,

Pasal 9

Taacra pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang
dimsiosud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerin-
tah,

Pasal 10

Stwan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pesi® Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sr2ndar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Undang-undang
i dibina oleh suatu lembagz yang khusus dibentuk untuk itu,

(2) Sasunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal
i ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

7 1981. No. 11

EAB IV
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA

- Pasal 12

uu:wﬁ_wanqmﬂwsﬂunﬂE&&ﬂﬁmﬁxm:ﬁo:ﬁmbmm_m».p_u» cwE..E._EH_mE.
bang dan perlengkapannya yzng : o o

a, Wajib ditera dan ditera ulang;

b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;

c. syarat-syaratnya harus dipanuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

8. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap-
annya;

b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan iera den tera ulang;

¢. tempat-tempat dan datrzh-daerah dimanz dileksanakan tera dan tera
ulang alat-alat ukur, taker, timbang dan perlengkapannva untuk jenis-
jenis tertentu.*

Pasal 14

(1) Semuz alat-alat ukur, takar, imbang dan perlengkapannya yang pada
waktu ditera atau diterz ulang ternyata tidak memenuki syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 12 huruf ¢ Undang-undang ini den
yang tidak mungkin dapar diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak
dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak mepera atau menera
ulang, :

(2) Tatacara pengrusekan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
diatur oleh Menteri sesuzi dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal 15

Pegawai yang berhak menerz ztau menera ulang berhak juga untuk menjustis
alat-alat ukur, 1akar, timbang dan perlengkapannya vang diajukan untuk dite-
ra atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuh; Syaral-syarat sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 12 huruf £ Tindanoainsane ini
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Pasal 16
(1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekenjaan-pekerjaan lain yang-
ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan
peilengkapannya dikenakan biaya tera.
(2) Bisya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan
dan diztur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, tekar, timbang dan
peitengkapannya harus memperoleh izin Menteri,

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke
dalamn wilayah Republik Indonesiz harus dengan izin Menteri.

BAB V
TANDA TERA
Pasal 19
(1) Jenisjenis 1znda tera:
a, tandasal;
b. tanda batal;

¢. tandajaminan;
d. tanda daerah;
e. tanda pegawai yang berhak.

{2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat
pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemnerintah.

Pasal 20

() Tanda sah dibubuhkan .dan atav dipasang pada alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau
ditera ulang.

{2) Tande batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan per-

v 1981. No. 11

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan ateu dipasang pada bagian-bagian terten-
tu dari elat-alet ukur, takar, timbang atav perlengkapannys yang sudzh
disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

(4) Tanda daerah dan tenda pegawai yang berhsk- dibubuhkan pada alat.
alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui
dimane dan oleh siapz peneraan dilakukan.

(5) Tanda szh dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat
keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
Undang-undang ini adalah bebas dari bea materai.

BAB VI
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

; Pasal 22
(1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, d&-
tawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atav dinyatakan pada
bungkus atau pada iabelnya dengan tubisan yang singkat, benar dan

jelas mengenai .

a. nama barang dalam bungkusan itu;

b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan
satuan atau lambang sebagaimana dimzksud dalam Pasal 4, Pasal 5
dan Pasal 7 Undang-undang ini;

¢. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan
hitungan,

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} pasal ini harus dengan
angka Arab dan huruf latin disamping huruf leinnya dan mudah dibacz,

Pase] 23

(1) Pada tiap bungkus atau labe] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat peruszhaan
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{2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam
keadazn tidak iesbungkus dan diedarkan dalam keadaan »mu.osnwwﬁu
maka perusahasn yang melakukan pembungkusan diwajibkan Euamn_.md.
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang in
serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya, .

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal
72 dan’ Pasal 23 Undangundang ini diatur lebih-lanjut dengan Keputusan
Menizri.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG .

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh

mmemakai :

a2 alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannyz yang bertanda
batal;

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak
bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan
yang berlake, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b
Undang-undang ini;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda
teranya rusak;

d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah
padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat n._n:._m_n_._mméd.m
panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali
tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.

e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang,
isi, berat atau penunjukkannya menyimpang daci nilai yang seharusnya
daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf ¢ Undang-undang
ini untuk tera ulang;

f  alat-alat ukur, tzkar, timbdng dan atau perlengkapannya yang mempu-
nyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran,
takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

-

-

B - ——

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan
lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang
ini;

di tempat usaha; i tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan

untuk kepentingan umum; di’tempat melakukan penyerahan-penyerahan;

di tempat menentukan pungutan ataw upah yang didasarkan pada ukuran

atau timbangan.

Pasal 26 _

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disews,
menyewakan, mengadakan persediazn untuk dijual, disewakan atgu diserah.
kan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

a alat-alat vkur, takar, timbang dan etau perlengkapannya yang bertanda
tera batal;

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlenpkapannya yang tidak
berlanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesah-
an yang berlaku, kecuali seperti yang tersebui dalam Pasal 12 huruf
b Undang-undang ini;

c. alatalet ukuy, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda
jaminannya rusak. -

Pasal 27

(1) Ditarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai
tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera
atau yang svdah ditera ulang,

{2} Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah aiav ditambzh dengan

cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai
tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28
Dilarang pada {empat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang
ini memakai 2teu menyurch memakai :

a. alat-alat vkur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain
atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;

alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur,

menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; .

b,
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c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur,
manzkar, menimbang atau menentukun ukuran kurang daripada batas
terendah yang ditentukan berdasarksn Xeputusan Menter.

Pasal 29

(1) Dilarang menggunzkan sebutan dan Jumbung satuan selain yang berlaku
menurut Pasal 7 c_.amum._.:..am:m Inl pada pengumuman tentang barang
yang dijual dengan cara diukur, dltuker, ditimbang, bak dalam surat

kabar, majalah atau surat tempelun, pade etiket yang dilekatkan atau-

disertakan pada barang atau bunpkua barang 2tau pada bungkusnya
sendiri, maupun pemberitahuan Julnnya yang menyatakan ukuran,
takaran aiau berat. . -

{2} Larangan tersebut dalam ayat (1) paral {nj tidak berlaku terhadap pem-
beritahvan :

2. tentang benda tidak bergerak yup terletak di luar wilayah ﬂnﬂszﬁ.
Indonesia;

b. tentang benda yang bergerak yuny dikisim ke luar wilayah Republik
Indonesia.

(3) Pada benda bergerak yang dijual menurug ukuran, takaran, atau timbang-

an di dalam bungkusnyz yang asli hurus djcantumkan sebutan atau lam-

bang satuan yang berlaku menurt I'usel 7 Undang-undang ini tatkalg
henda jtu dimasukkan ke wilayah Republik 1ndonesia.

Pazal 30

Dilarang menjual, menawaikan untuk dibeli, atay memperdagangkan dengan
cara apapun juga, semua barang menun ukuren, tekaran, timbangan atau
jumlah selain menurit ukusan yang schenurys, jsi bersih, berat bersih atau
jumlah yang sebenamya.

Pasal 33

Diarang membual, mengedarkan, mcmbunslug atay menvimpan untuk
dfual, atau menawzrkan untuk dibeli, semug hurang dalam keadaan terbung-
kus yang ukuran, isi bersih, berat bersih ntuu jumlah hitungannya :

a. kurang daripada yang tercantum pads bunpgkus atau labelnys, atau

b. menyimpang deri ketentuan yanp ditetupkan dalam Pasal 22 Undang-
undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25
Pasal 26, Pesal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjar
selamadamanya 1 (satu) izhun dan atew denda setinggi-tingginy
Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 der

" Pasal 31 Undangundang ini dipidana penjara stlama-Jzamanya 6 (enam
bulan dan 2tau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,— (lima ratus rib

-~ rupizh). :

(3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pas:
23 dan Pasal 29 eyat (1) dan ayat (3) Undang-undang inj dipidan
kurungan selamaz-lamanya 6 (enam) bulan atav denda setinpgi-tingginy
Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupizh).

Pasal 33

(1) Perbuatan scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) da
ayat (2) Undanp-undang ini 2dalah kejahatan.

(2) Perbuatzn sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang
undang inj adalah pelanggaran,

(3) Berang yanpg menjadi bukii kejahatan dan atau pelanggaran dapat di
rampas untuk kepentingan Negara,

Pasal 34

(1} Suate perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdaserkan Undang
undang ini diancam hukuman apabila dDakukan oleh suatu badan usahe
makz tuntutan-dan atau hukuman ditujukan kepads :

2. pengunis, apabilz berbentuk badan hukum;

b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang
orang;

c. pengurus, apabila berbentuk yzyasan;

d. waki]l atav kuasanya di Indonesia, apabila kanior pusatnye berkedu
dukan di luar wilayah Republik Indonesia. )

(2) Perbuatan sebapaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan
perbuetan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yan,
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karenz tindakannya melakukan pekerjaan umtuk badan usahs yang ber-
sangkutan, _ 1

(3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub s, b, ¢, dan d pasal ini
temnyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman
dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh
melakukan atau kasena kelalziannya mengakibatkan perbuatan kejahatan
atau pelanggaran. ' :

(4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada zyat (2) pasal ini

-—yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban Keuangan,

maka kewajiban tersebut dibebankan Kepada badan usaha yang ber-
sangkutan, ]

(5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan
oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka Ketentuan ayat
(1) sub a, b, ¢, dan @ pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain
tersebut, -

Paszal 35

(1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan stau perlengkapannya yang disita
tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum
barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang,

(2) Penyitaan dilakukan menurul 1atacara yang ditentukan oleh Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi
Legal yang miclakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyi-
dik tindak pidana vang ditentukan dalam Undang-undang ini.

(2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal
dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayar (1) pasaj ini dapat memin-
ta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan*
pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya
dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

iy ST ——
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@?mmia tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melzkukan penyegelar
dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.

@vnmmzn_. tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya d:
tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam wakiu

terbuka untuk umum. : o
(5) Pepawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya

antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat
yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya stau sebagian dipakai
~sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasa] 25 Undang-undang ini.
(5) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai
yang melakukan penyidikan tidsk diperkenankan masuk, maka mereka
mesuk dengan bantuzn penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
)] Vouv_mm_..rmz dilakuksn menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum
Acara Pidana yang berlzku.

EAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasyl 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannyz yang disahkan
berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175, dapat disahkan
pada wakty tera ulang jika sifatsifat ukumya memenuhi syarat batas-batas
Kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini, tanda-4tanda,
sebutan-sebutan atau nilai-nlai yang disebut padanya masih tampak terang
dan tahan lama.

Pasal 38

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang telah ada yang
tidak berteniangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku
sampai peraturan tersebut dicabut atay diganti dengan peratiran yang baru,

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada sazt berlakunya Undang-undang ini maka ljkordonnantie 1949
Staztsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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(2) Hel-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini
diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan

Passl 40
i Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

_ Agar supaya setisp orang mengetzhuinya, memerintahkan pengundangan
Undeng-undang ini dengan penempatannyd dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Disahkan di Yakarta
pada tanggal 1 April 1981
Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
pada tanpgal 1 April 1981 :
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA "
REPUBLIK INDONESIA, .

SOEHARTO

SOEDHARMONO, SH

P R P
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. Istilah PPNS fendapat dim. KUHAP (psl. 6 ayat 4
huruf by yarfu Fej. Py, Neg. Sipil ferfentu yg.
" diberi wewenang khusus ofeh UL

.. Weweniang fsb. sesuai yg. ditefapkan didm LU, yg.
menjadi dasar hukumnya dan dim. Lake. gasnya,
PPNS berada dibawah ‘KORWAS" penyidik POLR)

Cpsl, 7 ayat 2 KUHAP).

Wewenang  PPNS —> Lakisn. sidik findak pidana —
bersifat Represis Justisiil

4 Apakah PPNS sebagaian dari POLSUS 2

o Tidek ofomatis. ' |
o Terdpr. perbeddaan yg. {iundﬂmfnfdl. antara PPNS dgn

Polsis baik dari ¢egi bideng tugas, persyaratan -
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PPNS 8 POLSUS

 PPNG

PENGERTIAN PPNS ¢ PELABAT PEGA -
WAl NEGER] EIPIL TERTENTU UG,

- PBER! WEWENANG KHUSUS OLEH

1

U.U. ~— KUHAP PSL-G (1) HUsUE b.
P Y i)

PPHS ——5 MEMUNJGA PD. INDIVIDUS
P Vi

. TUGAS — [AKS. SIDIK TR 4.

MELANGEAR UU UG MENJADI
DASAR. KEPERADAANNYA —v TUGAS
KEPOL.YG. BERSIEAT REPRESIFE -

YusTistiL. .
%

i DLANGKAT OLEH MENTER] KEHA ~

KiMAN 5TtH, MENDFT. PERTIMBANG-
AN DR. KAFOLR! B JAGUNG.

. PERSUAKRATAN PENGAMGKATAN Dl-

ATUR BERDASARKAN PP 17/82 B
PERATURAN MENTER! -KEHAKIMAN
MO. ¢ M.O5 PW.07.03 TH. 1984

POLSUS

PENGERTIAN POLBUS ¢ ALATS ATAU
BADAN SIPIL. PEM YG. OLEH/ATAS
KUAEA UU DIBERI WW UTK. LAKL -
KAN TUGAS KEFOL. DIBID. MASINGS
—7 KEFPRES 372 /(2.

POLEUS —r ALATS /BADAN BIPIL.

—7 MERUNJUK PENGERTIAN ORGAN.

TUGAS —7 |AKUKAN TUGASZ KE -
FOL TERBATAS FPD. LINGKUP LU ugq -

BERI /ATUR WW.TSB, B STLH. BER ~
LAKUNYA KUHAP HAMYA LAKUKAN
TUGAS KEFOL. Y4. BERSIFAT PRE-

VENTIF ¥ REFRESIF NON YWATISIL, |

. DIANGKAT OLEH DEP/INSTANS! HBS.

PERSUARATAN PENGANGKATAN
TIDAK SECARA ERSPLISIT RALAM
PERATURAN PER.UU. AN.

rf

TUGAS KEPOL MELIPUT

1. BIMBINGAN MASUARAKAT ¢ OLM. BINKAMTIBMAS ). -
2. TUGAS KEPOL. PREVENTIF € CEGAH KEJAHATAN ).) SUSTISW
3. TUGAS KEPOL. REPRESIF - TINOAK KEJAHATAN )\J
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PPNS PERLU ADA KRN !
& Frhsins .;T.L." ‘Fr‘ﬁi’l. e[~ i H~ AN
TRR A T o AR I =il W

& PIRLU PERAMGKAT HUKUM YG. BARU.
PERLU APARAT GAK KUMNYA <PPNG).

6 KETERBATASAN POLR| DR.SEGI -
- PERSONIL '
- SARANA / MATERIIL -
{ WALAUPUN KEWENANGAN - MENJANGKAU )

& ALAG Y6 DIANUT KUHAP. (Ps & tlo7)

¢ ADANYA WEWENANG YA. DIBERIKAN OLEH Ul
Ya. MERJ4DI DASAR RUKUMNYA.

DASAR HUKUM

U WO, /1961 DAN P NG.27 /4982 {PEN JELAS ANNY 3
¢ FTL.1 PUTH. 1 BAH =

v bTL L AYAT (17 ri'i"'i" s

o L7 ATAT Cxy BPAN A oy
w UL 127 AT 47, L

il
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PPNS : o Pejabat Pegawai Negeri Sipil ’rerfenm
vy diberi wewenang Khusus olef .U,
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PPNS PUNYAI WEWENANG SES. 0G. LU YG JADI
DASAR HUKUMNYA WASINGS OLM. PELAKSANAAN
TUBASHYA BERADA DIBWH KORWAS PENYIDIK
FOLK) ( PSL.7 AYAT 2,

UTK. KEPENTINGAN PENYIDIKAN - PENYIDIK POLR
BERI JUK KPP, PPNG B BER| BANTUAN PENYI-
DIKAN Yd. DIPERLUKAN ( PsL. 107 AYAT 1.

DLM. HAL SUATU PERISTIWA YG FATUT DIDUGA
MRP T.P. 5E0ANG PLM PENYIDIKAN OLEH PPNS
DAN KEMUDIAN DITEMUKAN BUKTI YG KUAY
UTK DIAJUKAH KPp. pU, PPNS LAPDRKAN HAL
Tu Kip. PENYIPIK POLRY ( PSL. 107 AYAT 2 ).

s OLM HAL YP TELAH SELESAI MSIDIK OLEH PPNS,
IA BEBERA SERAHKAH HSL PERYIPIKANNYA
KPp. PU MELALUL PERYIDIK FOLRI € PSL.107 AYAT3 ),

AT e T T e T TS i Sigmiee Ll e A e L ety o s, N e et s e TP -~ 1k

PLM HAL PPNS HENTIKAR PENYIMIKAN KRNM.
TOK. TERPPT. CUKUP BUKTI ATAU PER|STIWA T58.
TERNYATA BUKAH TP ATAU PENYIDIKAN. DIHEN ~
TIKAN DEM! HUKUM, MAKA PPHS SGR BERI~
TAHUKAN HAL TSB, KF’D PENYIDIK PDLR! PAN PU
{ 5L, 109 H‘;:AT 3.
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HO : M.C5. PW.O7.03 TH. 1984, T16 :
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN PENGANG-

—

KATAN & PEMBERHENTIAN PENUIDIK PEG. NEG. SIPIL |

s

SYARATZ UTK DPT. PIUSULKAN MENJADI PPNS ADALAH :

e PACSAL 1 . it o i momeans e e

d.

(1)

{2y

PEG. NEG.SIPIL BERPANGKAT SE - RENDAH 2 NYA PENGDA TK.T (GOL X/b),
4G PERTUGAS DLM. BID: FENUIPIKAN SESUAL Da. L. Y6 MENJAD] DASAR

HUKUMNYA MASING 2.

BERPENDIDIKAN SE-RENDAHZ NYA SLTA ATAU BERPENDIDIKAN KHUSUS
PIBID, FENYIDIKAN ATAU KHUSUS PIBD. TEHNIS OFSNAL ATAU BERPE — !
NGALAMAN MIN. 2 TH. PD- BID. TEHNIS OFSNRAL PLM. PENGANGKATAN ¢
T5B, DIUTAMAKAN BAGI PNS Y4 IKUT! DIK KHUSUS DIBID. PENYIDIKAN. 1

DAFTAR PENILAIAN PELAKS. FEKERJAAN PNG { DP-3) UTK SELAMA
2 TH. BER-TURUT * HRS. TERIS| DN NILAI BAIK. -

BERBADAN SEHAT YG. DINYATAKAN PGN. KETERANGAN DOKTER .

PASAL 2

PENGUSHL AN PENGANGKATAN ¥ FEMIBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI
NEG.GPIL DILAKUKAN OLEH MENTER! UG. MEMBAWAHKAN PHS

YBS, PLM HAL INI MENTERI MEMUNJIUK B MEMBERI KUASA KD
SEKRETARIS JENPERAL. {TK. PELAKSANAANNYA,

USUL PENSANGIKATAN B PEM{PERHENTIAN SPEGMN. PIMARSUP
AYAT <1y PIAJKAN KPP. MENKEH. RGN MEMNGIRIMKAN
TEMBUSANNYA KPP, JAGUNG TAN KAFDLRI GHHNA MEHPPTM;H

PERTIMBANGAN, :

o

e L S DIDALAM .o oo -




3} DIDLM. SURAT PENGUSULAN FENGANGKATAN HARUS DICANTUM-
KAN Ul Y6 MENJADPI DASAR HUKUM PEMBERIAN KEWENANG -
AN SBG PPNS DAN WILAYAH KERJA 8AGH PNS UG DrasiL.
KAN SERTA MELAMPIRKAN :

a) Toto copy UL yg. menadi dasar hukum mnlx rian
kewenangan sbg. PPNG,

by  Pas plioto hifam putih dari PNS yg. diusulkan
- Ukiran t 3 x4 sebanyak 3 buih,
~  Ukuran 2 x3 sehanyak 3 buah,

¢) foto copy Surat keputusan Yengangkatan yy. krﬁ—-
Khir ‘dari NS 4y diusulKan,

dy Tolo copy ljazah /Sertigikat pendidikan ymum/
| Khustts drn PNS yg. dissullkan,

¢y Fofo copy PP-3 PNS 2 tahun ber furut -turut
dari PNS 4y diusulkan,

f) .;ur.l} Keterangan doicter -l_,]_] mcuyzl'lflliﬂn bkl
NS ijb berbadan sehat. . ‘
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DATA JUMLAH FPNS

FPOLWIL.

FPNS BMS [PKL | SMG|PT1 [ska [ XA lypy [1ABESSHE
VEP. Wil DEP. [WIL

qeiakian | -l -] -l -] -2
KEHUTAMAN B {46 |18 {29 [©0]| {46 -1
KESEHATAN -l - -2 -1-16] - -1 9
KEUANGAN - - et T, M| | |
PARPOSTEL £ - m-Al 5] | A= -5
DIK BUD S [ T, i s al W% |
DAGRI R - v o ms T = [ WA - |
PENERANGAM A~ | AR R | 4 K- Y
KOPERASI . S RO SUPPEY O A VU R NOWH S S

PERDAGANGAN - | 6 |92 | 1]e|4|8]6c]|-|6
PERHUBUNGAN e AR I
perivoudriian [ LLEE. i) TR J L L

pERTAMBANGAN e -j-,.r;;...; _A.;L.-:ma.nm.ﬁ@: S e L_ﬂ___,_ m o
PERTANIAN 0 e L 4, Y
GOSIAL b P, N ey el P 0 A

TENAGA KERJA. | 11 1 14 | 1 6 |19y 2 |1M] 5412

JUMLAH o |73 |21 146 13598 {70117} 4 |60

4

=h JUMLAH SELURUMYA = 449.
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DLM. WAKTU GUA TAHUN SETELAH UU INI DIUNDANGKAN,
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